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Abstrak
 

Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang

sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru

disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah

kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak yang dirugikan

(korban) namun kini telah menempatkan bank (maupun pengurusnya) sebagai pelaku kejahatan di bidang

perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hukum positif

terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan, kemudian dikaitkan dengan kebijakan

pemberian release and discharge, serta bagaimana sebaiknya perumusan kebijakan hukum pidana dalam

rangka pembaharuan perundang- undangan di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan penelitian

ini adalah mengkaji kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam hukum positif, kemudian menganalisa

penerapan (aplikasi) kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pemberian release and discharge, serta

mengevaluasi konsep kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan

dalam rangka pembaharuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data

sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap

bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang

tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998) ternyata lebih ditujukan kepada subjek manusia (pengurus bank, yang diperluas

hingga mencakup pihak terafiliasi), sedangkan terhadap bank (korporasi) adalah berwujud pada kebijakan

yang sifatnya non penal (sanksi administratif). Selanjutnya berkaitan dengan pemberian release and

discharge berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dilihat dari sudut kebijakan (policy)

merupakan kebijakan yang sifatnya integral dengan program pembangunan nasional pada saat itu, sehingga

membawa perubahan arah kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (penegakan hukum). Pada akhirnya

dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang

perbankan pada tahap legislasi maupun tahap aplikasi ternyata dirasakan masih lemah dan cenderung

berpihak kepada kepentingan korporasi. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan undang-undang perbankan

yang meliputi kriminalisasi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban

pidana korporasi, serta penjatuhan sanksi pidana dengan mekanisme penyelesaian di luar persidangan (put

of court) terhadap bank sebagai sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan.

......Bank Indonesia Liquidity Support program (BLBI) that is meant to help banks that strucking a snag

liquidity upon happening monetary crisis on year 1997 but misused by bank its receiver. This phenomenon

have opened new dimension in criminal offenders at Indonesia, which just originally see bank as side as
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harmed (victim) but is now have placed bank (and also its executive corporate) as subject at criminal

banking. One that as about problem is how penal policy that most decants in law to bank as the offender of

criminal banking, then concemed by application release and discharge policy, and how better penal policy

formulation to bank as the offender of criminal banking in order to reconditioned legislation at proximately.

Observational intent thus it is analyses penal policy that is decanted in positive law, then analyses

implementation (application) penal policy gets bearing with application release and discharge, and evaluates

penal policy concept to bank as the offender of criminal banking in order to jurisdictional reconditioned.

This research utilize bibliographical research method with secondary data as source of its data. Result

observationaling to point out that penal policy to bank as the offender of criminal banking as it were that

there be on Banking Act (Act Number 7/1992 as it were changed by Act Number 10/1998) apparently more

being addressed to subjek man (bank administrator, one that expanded until ranges the affiliation person),

meanwhile to bank (Corporation) are tangible on policy that its character non penal (administrative

sanction). Hereafter gets bearing with application release and discharge base Presidential Instruction

Number 8/2002, seen from policy perspective, its constituting policy that its character integral with nationa!

program development at that moment, so taking in changing penal policy aim on application phase (criminal

law enforcement) to arsonists at banking area. On eventually gets to be concluded that criminal law policy to

bank as as the offender of criminal banking on legislation phase and also application phase apparently been

felt still frail and tend gets to side to Corporation behalf. So it needs to update the rules (Banking Act) with

that covers criminalisation some conduct as acts banking crime, inserted its corporate criminal liability, and

punishment with a mechanism of out of court system to bank (Corporation) as the offender of criminal

banking.


